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1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan 
Kabupaten Sarrm, Kabupaten Keerom Kabupaten .Sorong Selatan, 
Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen Kabupaten 
Kairnana, Kabupaten Boven D1goel, Katnpaten Mapp,, Kabupaten 
Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Tetuk Wondama di 
Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten.tang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130 Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, 
T ambahan Lembaran Dae rah Kabupaten T eluk Bintuni Nomor 29) 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 45). 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi · lzin Mendtrikan 
Bangun2n, perlu mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
tentang Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Binturu Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA.ESA 
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Pasal 2 

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati 
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan 

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti 
pembayaran. 

BAB II 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENGANGSURAN, 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 
Bagian Kesatu 

Tata Cara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPernbayaran Retribusi 

Pasal 1 

Dalam Pernturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1 Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Dinas 
Pendapatan Dae rah Kabupaten T eluk Bintuni. 

4 Dinas Pendapatan Daerah ·yang selaruutnya disingkat Dispenda, adalah Oinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 
5. Pejabat adalah pegawai negeri s1pil yang diben tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan 

6. Kas Oaerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bmtuni. 
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disinqkat SKRD, adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 
8. Surat Setoran Retrlbusi Daerah yang selanjutnya drsinqkat SSRD. adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang tetah dilakukan dengan menggunakan torrnullr 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah rnelalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Oinas Pendapatan Daerah atas Persetojuan Bupati 

9 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang setanjutnya disingkat SKRDLB. adalah 
surat ketetapan retnbusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi leb1h besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang 
10. Surat Tagihan Retribus1 Oaerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adrrurustrasi berupa bunga dan/atau denda. 
11. Pemeriksaan adalah serariqkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau 
untuk tuj'uan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah. 
12. Penyidikan tmdak pidana di bidang retnbusi daerah adalah seranqkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjad serta rnenemukao 
tersangkanya. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI IZIN MANDIRIKAN BANGUNAN 

Menetapkan 



Pasal 6 
(1) Kepala SJ,<PD menerbitkan surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) yang kemudian disampaikan oleh petugas pemunguVbendahara 
penerimaan kepada Wajib Retribus1 

(2) Oalam jangka waktu 7 (tuJuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/surat 
peringatan oleh Waj1b Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3) Apabila WaJib Retribusi setelah jangka waktu sebacaimana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdim::1kc:;11rl n::arl,:i ,:,,,..,,. ,...,, •·"'-'· 

Pasal 5 
(1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda ketertambatan 

pembayaran retribust terutang dilakukan penagihan mengguriakan STRD denaan didahului 
surat teguran/surat peringatan 

(2) Petugas pemunguVbendahara penerimaan memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 
(tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jur:nlah retribusi yang tidak/kuranq 
bayar dan/atau pengenaan bunga/denda keterlambatan. 

(3) Penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar 
retribusi tidak/kurang bayar dan/atau pengenaan bunga/denda keter1ambatan pembayaran 

retribusi. 

BAB Ill 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

(1) Wajib Retnbus: dapat · mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam hal Wajib Retribus, 
mengalam, kesulitan atau mengalami keadaan di luar i<ekuasaan. 

(2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertuhs 
dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta keterangan· 

a Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan 
besarnya angsuran; atau 

b. Jumlah pembayaran retribus, yang dimohon untuk ditunda dan [anqka waktu 

penundaan. 
(3) Oalam hal permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau 

ditolak Kepala SKPD menerbitkan Surat Keputusan dengan format sebaga,mana 
tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati iru. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi 

Pasal 3 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan 
secara tuna, dan lunas. 

(2) Dalam hal pembayaran retribusi di tempat lain yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui petugas pernunqut/bendahara penerimaan/ 
penyetoran ke rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupat1. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah 
paling lama 1 x 24 jam. 

(4) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan SSRD 
dengan menyampaikan salinannya kepada SKPD. 

(5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam t.arnpiran II 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Bentuk Sl<RD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tanda buktl pembayaran 
sebaqarmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini 



Pasal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 

(1) Kepala SKPD atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung 
sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dtrnaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan 

(2) Keputusan Keberatan sebaqairnana dimaksud pada ayat · (1) dapat berupa menerima 
seluruhnya atau menerima sebagian. menolak, atau menambah besamya jumlah retribus, 
yang terutang 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana cimaksuc pada ayat (1) telah terlampaui dan 
keputusan belum diterbrtkan, penqajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan dterbrtkan 
keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bu Ian terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

Pasal 9 
(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan 
(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat d,pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), SKPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
diterrmanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 8, harus 
memberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada WaJ b 
Retribusr 

(3) Oalam hai pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana drmaksud paoa 
ayat (1 ), Wajib Retribust rnasih dapat mengajukan Keberatan kembali .sepanjang masih 
memenuhr jangka waktu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1) htlruf g dan 
mem1llk1 alasan dan perrutunqan yang berbeda dengan pengajuan Keberatan sebelumnya 
yang telah tidak dipertimbangkan oleh SKPD 

(1) Penqajuan keberatan sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan disertai 
syarat: 

a. Satu surat keberatan untuk satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. Diajukan kepada Kepala SKPD; 

d. Melampirkan ash SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
e. Dikemukakan jumlah retribusi terutang menurut perrutunqan Wajib Retribusr disertai 

alasan yang mendukung pengajuan keberatan; 

f. Fotokopi identitas diri (KTP yang bertanggung jawab dan/atau Akta Pendirian), 
g. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

diterbitkannya SKRD, kecuali jika Wajib Retribusi atau kuasanya dapat rnenuruukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan. di luar kekuasaannya: 
dan 

h. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. 
(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat 

Keberatan adalah: 
a. Tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 

Retribusi/kuasanya kepada SKPD; atau 
b. Tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan. dalam hal drsampaikan melalui pos dengan 

bukti pengiriman surat. 

Pasal 8 

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD dalam hal nilar retnbus, 
tidak sebagaimana mestinya. 

Pasal 7 

BAB IV 
TAT A CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 
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Pasal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 
(1) Kelet;>ihan pembayaran Retribusi sebaqarrnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 

dan ayat (2) dilakukan perrntunqan terlebih dahulu oleh SKPD dengan hutang retribusi 
lainnya. 

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi 
kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribus, yang akan terutang atau dengan 
hutang retribusi atas nama Wajib Retrlbusi lainnya. 

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
pemindahbukuan. 

Pasal 14 

( 1) Berdasarkan nasu penelinan atau pernenksaan terhadap surat permohonan sebaqairnana 
dimaksud dalam Pasal 13. paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan 
atau tanda pengiriman pos dari Wajib Retribus, secara lenqkao, Kepala SKPD menerbitkan: 
a. SKRDLB apabtla jumlah Retribust yang dibayar ternyata leb1h besar dari yang 

seharusnya terutang; atau 
b. SKRD apabila jumlah Retnbusi yang dibayar temyata kurang dari jumlah Retnbust 

yang seharusnya terutang 
(2) Apabrla setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala SKPD tidak 

memberikan keputusan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 
tersebut Kepala SKPD menerbitkan SKRDLB atas kelebihan pembayaran Retribusi 

Pasal 13 

Untuk memperoleh penqernbalran kelebihan pembayaran Retribusi berdasarkan sebaqaimana 

dimaksud oalari Pasal 12, Wa11b Retnbus, .mengajukan. 
a Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati mela,ui 

Kepala SKPO· 
b. Tanda tenma surat permohonan dan SKPO atau tanda pengiriman surat permohonan 

melalui pos tercatat 

Pasal 12 
Kelebihan pembayaran Retribusi terjadi apabila: 
a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau 
b. Oilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang 

BAB V 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMB~YARAN RETRIBUSI 

Pasal 11 
(1) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperfukan dapat dilanjutkan 
dengan penelitian lapangan 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan 
hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. 

(3) Oalam hal dilakukan penelitiari lapangan SKPD terlebih dahulu memberitahukan secara 
tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Retribusi. 

(6) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retriousi 
dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat Keputusan 
Keberatan belum diterbitkan. 

(7) Bentuk Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 



Pasal 20 
Kepala Bidang yang menangani Retribusi melakukan penatausahaan daftar penghapusan 
piutang Retribusi dan Retribusi yang sudah kedaluwarsa serta melakukan pemutakhiran data. 

(4) Kepala SKPD menyarnpatkan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah 
Keputusan Penghapusan Piutang Retnbusi dengan nota dinas disertai peruelasan 
admlnistranf dan yuridis kepada Bupati. 

(5) Bupati berdasarkan penjelasan administratif dan yundis memberikan persetujuan dan 
menandatangani Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Penghapusan 
Piutang Retribusi 

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada SKPD dan sahnannya 
disampaikan kepada Oispenda. Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
selaku Bendahara Umum Oaerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Pasal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19 
(1) Kepala ~KPD menuqaskan Kepala B1dang yang menangani Retribusi untuk membuat 

usulan penghapusan piutang sebaqaimana dtmaksud dalam Pasat 18. 
(2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Bidang 

menyiapkan konsep naskah keputusan daftar usulan penghapusan piutang yang sudah 
kedaluwarsa. 

(3) Kepala Bidang meneliti daftar usulan penghapusan plutanq dan konsep naskah Keputusan 

Penghapusan Piutang Retribusi dengan dibubuhkan paraf untuk disampaikan kepada 
Kepala SKPD 

Pasal 18 
Piutang Retribusi yang tidak mungkm ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penagihan 

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan 

BAB VI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pasal 17 
(1) Surat Perintah Pembayar Kelebihan Retribusi sebaqaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat 

(2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut 
a. Lembar ke-1 (kesatu) untuk Bendahara Umum Daerah; 
b Lernbar ke-2 (kedua) untuk Wajib Retribusi; can 
c. Lembar ke-3 (ketiga) untuk Oispenda. 

(2) Surat Penntah Membayar Kelebihan Retribusi dibebankan pada mata anggaran 
pengembalian penenmaan retribusi tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran 
yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. 

(3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kcpada Wajib Retribusi. Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Retnbusi beserta SKRDLB harus disampaikan secara langsung oleh SKPD atau 
rnelaun pos tercatat ke Dlnas Pendapatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 1angka 
waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan. 

(4) Bendahara Umum Daerah wajib menerbitkan Surat. Perintah Pencatran Dana (SP20J 
paling larnbat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi 

ditenma 
(5) Bendahara Umum Daerah mengembatikan lembar ke-3 (ketiga) Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai 

lembar ke-2 (kcdua) SP2D kepada penerbit Surat Perintah Mernbayar Kelebihan Retrbusi 

(2) Pengembahan kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
rnenerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 



rl;:il;:im P~c::~1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?t; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh,,n,f; rlit .... 1,.,1,...,,.. ...., ----- -·· •·• 

Pasal 26 
Pendokumentasian pemeriksaan dalam kertas kerja pemenksaan sebagaimana d maksud 

Pasal 25 

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan sesua, dengan 
standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu: 
a. Pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan 

pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan seksama; 
b Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk. yang diperoleh yang harus 

dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, 
tekruk sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan; 

c. Temuan pemeriksaan harus .didasarkan pada bukti yang sah sesuai ketentuan yang 
berlaku 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) crane ketua dan 1 
(satu) orang atau lebih anggota, 

e. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih 
yang mernilikt keahlian tertentu yang bukan di bidang retribusi yang berasat dan SKPO 
maupun satuan kerja lainnya seperti penterjemah bahasa, ahli hukum dan ahli di bidang 
teknologi informasr; 

f. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan urn 
pernertksa dan satuan kerja lain, 

g. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor SKPD, tornpat Wajib Retribusi atau tempat lain 
yang dianggap perlu oleh Pemeriksa; 

h. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila dlperlukan dapat dilanjutkan di luar jam 
kerja, 

i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja perneriksaan, dan 
J. Laporan hasn pemeriksaan drqunakan sebaga, dasar penerbitan SKRD dan/atau STRD 

Pasal 24 

(1) Pernenksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Pemeriksa yang. 
a. Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa retribusi; 
b. Jujur dan bersih dan nnoakan-tindakan tercela; dan 

c. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap 
batasan waktu yang ditetapkan. 

(2) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat 
menggunakan bantuan oleh tenaga ahli dari SKPD. 

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari: 
a. Pemeriksaan lapangan; dan/atau 
b. Pemeriksaan kantor 

Pasal 23 

Pasal 22 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan karena: 
a Pengajuan Keberatan oleh Wa11b Retribus,, 
b. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
c. Penagihan Retnbus, 

Pasal 21 
Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi, dilakukan pemeriksaan 
terhadap WaJib Retnbus, oleh SKPD 

BAB VII 
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI 



Pasal 28 

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan 

wajib. 
a. Menyampa1kan pembentahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemenksaan kepada 

WaJlb Retr bUSI, 
b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribust dan surat perintah pemeriksaan 

kepada Wajib Retribusi pada waktu melakukan pemenksaan 
c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi, 
d. Memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Retribusi apabila susunan tim pemer ksa 

retnbus, rnenqalarnt perubahan, 
e Menyarnoarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi; 
f. Memberikan hak hadir kepada Wajib Retribusi dalam rangka pembahasan akrur hasil 

pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan· 
g. Melakukan pernbmaan kepada Wajib Retribusi dalam rnemenuhi kewajiban retnbus,nya 

sesua, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang rnenjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) 
han sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; can 

i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retnbusi dalam rangka pemeriksaan. 

Pasal 27 

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j disusun sesuai 
standar pelaporan hasil pemenksaan, yaitu· 
a. t'aporan hasil pemenksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau 

pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan 
Pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan retribusi, dan memuat pula 
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan; dan 

b Laporan hasil pemeriksaan menyajikan mengenai: 
1 Penugasan pemeriksaan, 
2. ldentitas Wajib Retribusi; 
3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Retribusi; 
4. Pemenuhan kewajiban retribusi; 
5. Oata/informasi yang tersedia; 

6. Buku dan dokumen yang dipinjam; 
7 Materi yang diperiksa, 

8. Uraian hasil pemeriksaan; 
9. lkhtrsar hasil pemeriksaan; 
10. Penghitungan retribusi terutanq; dan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. Kesimpulan dan usulan pemeriksa. 

2 Bahan dalam melakukan pernbanasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Retriousi 
mengenai temuan pemeriksaan; 

3 Oasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan; 

4. Sumber data atau intorrnas. bag1 penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan 
oleh WaJib Retribusi; dan 

5. Reterensi untuk perneriksaan berikutnya. 

b. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai: 
1. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan; 

2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperlukan; 
3. Pengujian yang telah dilakukan, dan 

4 Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pemeriksaan 



BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 174 

Agar setiap orang rnenqetanumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati nu dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 

Pasal 31 

Peraturan Bupat, mi mulat berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 30 
Pada saat Peraturan Bupati in, mulai berlaku, Peraturan Bupat, Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dmyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Wajib Retribus, selama pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
wajib · 
f. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasllan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi; 

g Memberi\<.an \<.esempatan untu\<. menga\<.ses danlatau mengundun data ~ang diK.e\o\a 
secara elektronik; 

h. Membenkan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, benda 
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 
menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. 
dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penqhasilan 
yang diperoleh, .kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, serta meminjamkannya 
kepada Pemeriksa; 

i. Menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemenksaan; dan 
j. Memberikan keterangan lisan dan/atai tertulis yang diperlukan 



Pl::MERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT KETETAPAN NO SKRD 

Lam bang 
BINTUNI RETRIBUSI OAERAH 

J! Alamat. (SKRD) ( \ 

Daerah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •·· I 

Te:p MASA I TAHUN 
.. ...... 

Bmtun, ............... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-- - 
NPWPRD rn I I I I I I I I D I I I I I I I I 
NAM.A . . . . . . ...... . .. 

ALAMAT .. ... . .. .... ..... .. . ........................ 
. . . . . . . .... ... . . 

... .. .. .. .. . .. . . . ... 

Tanggal Jatuh Tempo : . . .... .. ... .. ········· .................................. 
-- - ·- - 

NO KOOE REKENING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp) 
~- T- ----- -- 

I 
I l 

Jumlah Ketetapan Pokok Retnbus1 

Jumlah a Sunga 

b Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 

Terbuanq 

PERHATIAN 
1 Pembayat'an d1lakukan metaun petugas pemungut/bendahara penerimaan dan/atau penyetoran ke rekenfng kes 

daerah pada Bank Papua· 
2 Jika ter1adi ketertamba!an pembayaran atau Jatuh tempo. d1kenakan sar.ksi admimstrasf berupa bunga sebesar 2% 

(dua pe,s~ per bula~ 

Bintunr. ··················· 20 .... 
.. ...... .. .... ... ..... 

..... .. ...... ... ... . ........... 
NIP .. ................... 

.......................................... cut. ..................................................... 

I PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT KETETAPAN NO SKRD 
B NTllNI RETRIBUSI DAERAH 

. 
Lam bang 

I JI Alam at (SKRD) ( .. .. ) 
Daerah 

Telp MASA .. 
Brntuni TAHUN .. - - - 

NPWPRD CD I I I I I I I I D I I I I I I I I 
NAMA .. ... . . . .. . ... . . . ....... . . 

ALAMAT . .. . . .. . . . . . . .. . . . . ....... . . . .. 

Bmtorn, ...... .. 20 ... 
Yang menerima 

. 
(. . ~-···~ . ) 

\) p A ~ 
// 7 ....... ,../ ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

((__( ~~ iA\ . .l 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 

P.eraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 2 1 ahun 20,6 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran I 



UK BINTUNI, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 

BUKTI SEiORAN INI SAH JIKA OtTANOATANGANI DAN DI CAP OLEH BANK 
____ 'l'ANG Oll_UNJUK ATAU BcNOAHARA KH.JSJS PENERIMAAN 

Catatan Diist cenqan huruf CETAK zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT SETO RAN 
Lam bang 

BINTUNI 
RETRIBUSI DAERAH 

Daerah 
JI 11.lamat ... 

LEMBAR~ Telp 
Brntunr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(SSRD) 

[D I I NPWPRD I I I I I I D l I I I nl I 
Diisi sesuei dengan Nomor Pokok Wajib Retnbus, yang d1mil1k1 

NAMAWR ... . .. . .... ......... .. .. . . .. . .. . .. ....... ~ .... ···················· 

ALAMAT • ............................... ······ .......... ..... . ........................ 
................................................. ...... .. ··························· 

KODE REKENING I uraian Pembayaran 

I I I I I I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

Untuk pengis,an kode tm /that 
, 

.. . . .. ......... ········· ..... .. ... ............ ................ ... 
Keterangan dt be/akang helaman I . .... .. . ······· .................................................... 

Nomor Ketetapan L I I I I I I 
Tanggal Ketetapan I I I I I I I I I I I 
Dusi sesuai dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan· SKRD, STRD 

PERI ODE/MAS/. 

JAN I FEB I MAR I APR I MEI I JUN I JUL I AGT I SEP OKT I NOV I DES I TAHUN 
SID I I I I I 
JAN I FEB I MAR I APR I MEI I JUN I JUL I AGT I SEP OKT I NOV I DES I TAHUN 

Bert Tanda Stlang Pada Bulan I Perfode Yang D,mal<sud I I I I I 

POKOK RETRIBUSI Rp ... ..... .. . ...... ... ... Terbllanq ................................. . .. 
DEN DA Rp . . ... . . . .... .. .. .... .. .... .. . ... ············ 
JUMLAH PEMBA YARAN Rp .. . . .. . . . . ...... .......... . ... ········ .. 

•Khusus Wa11b Retnbusi . 
Dttenrna Oleh Bank Papua I Bank Persepst I Kas1r E:!intuni, ... • 20 . 
Penenma 

Tanggal .............. .. ... . . WaJtb Retrlbus, . 
Cap dan Tanda Tangan Cap dan Tanda Tanqan 

Narna Jetas Nama Jel~s .... 

SURAT SE TORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 2 T ahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran II 



.. ·;;:~· .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-~ 
NIP 

KEPALA OISPENOA 

Ditetapkan d1 Binturu 
pada tanggal 

Keoutusan 1n1 berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA 

Perrutunqan jumlah pembayaran Retnbus, sebaqaimana dtmaksud pada dikturn 
KESATU adalah sebaga, berikut 
a. Jumlah Retnbus, Terutang Rp . 
o Jangka Wa'<tu Penundaar 

a tau 
KE DUA 

Perhttunqan jumlah pembayaran Retribus, sebaqaimana dtmaksud pada dikturn 
KESATU adalah sebaqai oenkut 
a Jumlah Retubusi Terutang Rp 
b Masa Angsuran 
c. Perhitunqan 

Besarnya Angsuran Rp 
Denda Adrmrustratif (2%} Rp 
Jurntab Rp 

KE DUA 

Nomor 
Tang gal 

Penundaan Pembayaran Retribusi 
dengan ketentuan sebaga, benkut: 

Menyetuun permohonan Pengangsuran atau 
alas SKRO Nomor .. Tanggal .... 

a Nama Wajib Retribus, 
Alamat WaJtb Retribust 

b SKRD 

Menetapkan 
KESA Tu 

MEMUTUSKAN 

Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun 20 tentang Retnbusi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 20 . Nomor ... 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nornor ). 
Peraturan Bupat, Teluk Bintuni Nomor Tahun 20 .. tentang Peratu:-an Pel3ksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tetuk Bintunl Nomor ... Tahun 20. tentang Retnbusi 

(Serita Oaerah Kabupaten Teluk Bmtum Tahun 20. Nomor ) 

Mengingat 

bahwa berdasarkan hasil penehtian adrnirustratif sebagaimana drtuanqkan dalam 
Laporan Hasil Penetrtran (LHP) Permohonan Pengangsuran atau Penundaan 
Pembayaran Retnbus: . atas SKRD Nomor .. . tanggal 

maka pertu menetapkan Keputusan Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 
tentang Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi atas 
SKRD Nomor tanggal 

Memmbanq 

KE PALA DINAS PENDAPAT AN DAERAH, 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENOAPATAN DAERAH 
KABUPATEN TELUK BINTUNI 

NbMOR . 
TENT ANG 

PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBA YARAN RETRIBUSI ... 
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 
NOMOR .. TANGGAL .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KOP 

SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 2 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Larnpiran Ill 



BINTUNt,/ 

·) Coret yang trdak perlu 

NIP . 

Bintuni .. Tahun .•... 
Kepala Orspenda 

Apabt.a Saudara :elah melunasi Tunggakan tersebut d1 atas, dtrnohon agar melaporkan kepada karni. 

Untuk mencegah t,ndakan penaqihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 
Teluk Brnturu Nomor Tahun maka oimohon kepada Saudara agar dapat melunas jumlah 
Tunggakan dalarn waktu 7 (tuJuh) han setetah Surat Teguran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Peringa!an 1ni drtenma. 

.... ) ( .. Terbitang 

Jenis Retnbus, Tahun 
Jumtah Tag1han 

(Rp) 
Tanggat Jatuh 

"ernpo 
Nomor & Tanggal SKRD SK 
Keberatan, SK Pernbetulan") 

Jumlah 

Berdasarkan pembukuan karru, h1ngga saat 1n1 Saudara masih mempunya, tunggakan pembayaran Retnbusi 
Daerah (nama zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ieri1s retnbusi). sebaqai benkut 

SURAT TEGURAN I PERINGATAN 
NOMOR . . . 

Kepada Yth 

NPWRO D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KOP 

SURAT TEGURAN I PERINGATAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 2 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran IV 



r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjJ 

l PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT T AGIHAN NO. STRD 

Lambang 
BINTUNI RETRIBUSI OAERAH 

Daerah l JI Alamat . (STRD) ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA......... ) 
Telp MASA ....... 

Bmturu TAHUN .. 

NPWPRD IT] I I I I LLD D l I I I I I I I 
NAMA ... . ..... .. ..... . . . . ......... 
ALAMAT ......................... . . .... ..... .. .... ...... .. ······················· .. 

... .. .. . .. . . ...... . . "' ..... . .... .. . . .... ········· .... 
... . . .. . .... . ......................... 

Tanggal Jatuh Tempo .. .. . . . . . . . . ...... . .... . ................. 

Kode Rekening s/d . . .... 
Uraian Rekeninq .. . . .. . .. . .. .... .......... . ..... ., 

a Dari peneuuan danlatau pernenksaan tersebut di atas perhitungan jumlah yang masih h~rus drbayar 
adalah sebaga1 berikut 
1 Retnousi vang harus dtbayar Rp . . ..... .............. 
2 Sankst Aorrurustrasi 

a Bun9.a Rp .. ... . ............... 
b Denda Rp ......... .. . . ................. 

3 Jumlah yang masth harus dibayar ( 1 +2a+2b) Rp. .... ············ ......... .. 

Terbilanq 

PERHATIAN 
1 Pembayaran d.lakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerrmaan dan/atau penyetoran ke rekenlng kas 

daerah pada Sank Papua 
2. Apabda STRD 1ni tidak atau kurang drbayar setelah lewat waktu p;,iling lama 30 hari sejak STRO ini drtertma, 

dikenakan san1<s1 admlntstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 

Bintun,. . ................... 20 ...... 
. . ......... . ........ 

....... .. ...... . . .. ..... ....... 
NIP ........................... 

.......................................... cut. ..................................................... 

I 
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK 

I 
SURAT TAG HAN NO STRD 

Lam bang 
BINTUNI RETRIBUSI DAERAH 

Daerah 
JI Alamat ... (STRD) ( ........... ) 
Telp MASA ...... 

r Brntunl I TAHUN .......... ....... 

NPWPRD [I] I I I I I I I I c I I I I LITI 
NAMA ................ . ... .. . . . ...... . ....... .. . ....................... 

ALAMAT ... . . '. .. .. . ....... ... . . 
: 

Bmtuni ... 20 
Yang menenma 

( ..... . .. I - 
,#'.,,.. \) .... ~ l ~ 

l/ ~i.7 \ 

ilu~tr~~ I AII\ITI II\ 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 2 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran V 



BINTUNl,F 

NP 

KEPALA DISPENDA 

o,tetapkan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd, Bmtun, 
pada tanggal 

Keputusan rru berlaku pada tanggal oitetapkan KE DUA 

: Rp 

Nomor 
Tanggal 

c. N1lai Retnbus1 

Menenma sebag,an/menenma seluruhnya/menolak, atau menambah 0) atas 
keberatan atas SKRD Retribusr 
a Nama Wa11b Retnbus, 

Alamat Waj1b Retnbus1 
b SKRD 

Menetapkan 
PERT AMA 

MEMUTUSKAN· 

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintum Nomor . ::rahun 20 ... tentang 
Retribusr-. ..... .. ... (Lembaran Daerah Kabupateh Teluk Bintuni Tahun 
20. Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Binturu Nomor 

. ), 
2 Peraturan Bupat, Teluk Bintum Nomor. Tahun 20 .. tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor ... Tahun 
20 tentang Retnbusi (Senta Daerah Kabupaten Teluk Bintun1 
Tahun 20 Nomor ), 

Mengmgat 

bahwa berdasarkan hasu penehtian sebagaimana dituanqkan dalam Laporan Hasil 
Penehtian (LHP) Permohonan Keberatan atas SKRD Nomor tanggal 

. . .. . . ... , maka perlu menetapkan Keputusan Ke pa la Din as Pendapatan Daerah 
tentang Kebe•atan atas SKRD Retribusi ... Nomor. 
Tanggal. 

Menimbang 

KEPALA OINAS PENDAPATAN OAERAH, 

TENT ANG 
KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS SKRD NOMOR 

TANGGAL 

NOMOR 

KEPUTUSAN KEPJ\LA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN TELUK BINTUNI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KOP 

SURAT KEPUTUSAN KEBERAT AN 

Peraturan Bupan Teluk Bintuni 
Nomor 2 Tahun 2016 
T anggal 10 Maret 2016 

l.ampiran VI 



NIP. 

Bintuni,. .... . ..... 
Kepata Oispenda 

· Retribusi . 
... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-· ,,. . 

................. ······· ······ ······~············· ····· . 

. Rp : .. ···-········· . 
. Rp. . : . 

Rp . 

TANDA-PEMBAYARAN 
Nornor . 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

Alamat: Jin (0955) . 
. BINTUNI 

Untuk pembayaran 

Diterima darl: 
Nama Wajib Retribusi 
Nama/Jerus Retribusi 
Alamat 
Jumlah Retribusi 
Oenda Keterlambatan 
Total 
Dengan huruf 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI 


